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Praktik perjodohan menunjukkan adanya relasi antara otoritas wali mujbir 
dan agensi perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis relasi otoritas wali mujbir dan agensi perempuan 
dalam perjodohan perspektif Maqashid Syariah di Desa Pucang Anom, 
Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data 
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian 
dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan 
verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali 
mempertimbangkan agama, ekonomi, dan kekerabatan dalam menentukan 
calon pasangan. Pada pertimbangan agama dan kekerabatan, perempuan 
menerima calon setelah mendengar penjelasan dan 
mempertimbangkannya. Sementara itu, pada pertimbangan ekonomi, 
perempuan menyampaikan pilihan calon pasangannya dan bernegosiasi 
dengan wali hingga mencapai kesepakatan. Dalam perspektif Maqashid 
Syariah, pertimbangan agama berkaitan dengan hifz al-din, ekonomi dengan 
hifz al-mal, dan kekerabatan dengan hifz al-nasl. Pertimbangan wali dapat 
mewujudkan kemaslahatan apabila kehendak perempuan diperhatikan, 
sedangkan pengabaian terhadap kehendaknya berpotensi menimbulkan 
mafsadat. 
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Pendahuluan  

Perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan menjaga keturunan, menciptakan ketenteraman 

keluarga, dan mewujudkan kemaslahatan sosial (Zainuddin et al., 2026). Dalam Islam, perkawinan 

dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua calon mempelai, meskipun dalam praktiknya proses penentuan 

pasangan masih melibatkan peran keluarga dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat (Lubis et 

al., 2023). 

  Dalam hukum keluarga Islam, wali memiliki kedudukan penting dalam perkawinan. Konsep 

wali mujbir memberikan kewenangan tertentu kepada ayah atau kakek dalam menikahkan perempuan 

dengan mempertimbangkan kemaslahatannya (Haq, 2024; Hanum & Adly, 2025). Namun, kewenangan 

wali tersebut perlu dikaji dalam kaitannya dengan kehendak perempuan dalam menentukan pasangan 

hidup. 

Fenomena tersebut ditemukan di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari, Kabupaten 

Bondowoso. Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi dan wawancara awal, praktik 
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perjodohan di desa tersebut melibatkan pertimbangan wali mengenai agama, kondisi ekonomi, dan 

hubungan kekerabatan. Dalam salah satu kasus, seorang perempuan telah memiliki pilihan pasangan 

sendiri, tetapi orang tua tetap menghendaki calon yang dipilih keluarga. Pada kasus lain, perempuan 

meminta waktu untuk mengenal calon pasangan sebelum menerima keputusan orang tua. Sebagian 

perempuan juga memilih menerima keputusan keluarga karena menghormati orang tua. Kondisi ini 

menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan antara wali dan perempuan dalam proses penentuan 

pasangan hidup. 

Penelitian terdahulu telah membahas kewenangan wali dan hak perempuan dalam perkawinan. 

Afiq (2021) mengkaji hak ijbar wali dalam kaitannya dengan kemaslahatan perempuan dan ekonomi 

keluarga. Nurdin (2022) membahas konsep hak ijbar wali nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum 

Islam, sedangkan Mattalattang dan Magfirah (2021) mengkaji hak perempuan untuk memilih pasangan 

hidup berdasarkan fikih hadis dan fikih munakahat. Kajian tersebut menjadi landasan untuk memahami 

kewenangan wali dan hak perempuan. Namun, penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan 

keduanya dalam praktik perjodohan berdasarkan pengalaman wali dan perempuan di masyarakat 

pedesaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana otoritas 

wali mujbir dan agensi perempuan berinteraksi dalam praktik perjodohan di Desa Pucang Anom, 

Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso, serta bagaimana hubungan tersebut dipahami melalui 

perspektif Maqashid Syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengaitan antara pertimbangan wali 

dalam menentukan pasangan, bentuk respons perempuan berupa persetujuan, penolakan, dan 

negosiasi, serta penilaian terhadap kemaslahatan berdasarkan hifz al-din, hifz al-mal, dan hifz al-nasl. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas kewenangan wali atau hak perempuan secara 

terpisah, tetapi menganalisis hubungan keduanya berdasarkan pengalaman perjodohan di masyarakat 

dan tujuan syariat Islam. 

 

Metode Penelitian/Metode Kajian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian  studi kasus untuk 

mengkaji relasi otoritas wali mujbir dan agensi perempuan dalam praktik perjodohan di Desa Pucang 

Anom, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Penelitian berfokus pada pertimbangan wali, 

respons perempuan, dan proses pengambilan keputusan dalam menentukan pasangan. 

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sembilan informan, yaitu Bapak Sukdi, Bapak 

Hasan, dan Bapak Ahmad sebagai wali atau orang tua; Rina, Tiara, dan Santi sebagai perempuan; Ibu 

Sunniya dan Ibu Sulastri sebagai pihak keluarga; serta Bapak Abu Siri sebagai tokoh agama. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang merupakan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (Sari & Lestari, 2022).Data sekunder diperoleh dari 

Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan 

dengan hak ijbar, agensi perempuan, serta Maqashid Syariah (Wada et al., 2024). 

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, 

serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Data dianalisis 
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berdasarkan pertimbangan wali, respons perempuan, dan proses negosiasi dalam perjodohan, 

kemudian dikaji menggunakan perspektif Maqashid Syariah. Proses analisis data meliputi kondensasi 

data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). 

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check (Sugiyono, 

2019). 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Praktik Otoritas Wali Mujbir dan Agensi Perempuan dalam Perjodohan di Desa Pucang Anom 

Dalam perjodohan di Desa Pucang Anom, wali mempertimbangkan kualitas agama calon 

pasangan, terutama dalam perilaku dan pelaksanaan ibadah. Pertimbangan tersebut menjadi salah 

satu dasar wali dalam mengusulkan calon pasangan yang dinilai baik untuk membangun kehidupan 

rumah tangga anak perempuan. 

Perempuan meminta kesempatan untuk mengenal calon pasangan terlebih dahulu. Wali 

kemudian menjelaskan alasan pemilihan calon dan memberikan waktu kepada perempuan untuk 

mempertimbangkannya. Setelah melalui proses tersebut, perempuan menerima calon yang 

diusulkan. Penerimaan ini terjadi setelah perempuan memperoleh penjelasan dari wali dan 

kesempatan untuk mempertimbangkan calon pasangan sebelum mengambil keputusan. 

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa otoritas wali tampak melalui pengusulan calon 

dan penyampaian alasan pemilihan, sedangkan agensi perempuan terlihat dari keinginannya untuk 

mengenal calon serta mempertimbangkan usulan wali. Hak ijbar berkaitan dengan pertimbangan 

kemaslahatan dalam perkawinan (Basri et al., 2025; Hanum & Adly, 2025). Persetujuan perempuan 

juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan perkawinan (Sofiana et al., 2023). 

Pada pertimbangan ekonomi, wali mengusulkan calon pasangan dengan memperhatikan 

pekerjaan dan tanggung jawab calon dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Aspek tersebut 

menjadi salah satu pertimbangan wali dalam memilih pasangan yang dinilai mampu mendukung 

kehidupan rumah tangga anak perempuannya. 

Di sisi lain, perempuan memiliki pertimbangan sendiri dengan menyampaikan pilihan calon 

pasangan kepada wali. Keinginan tersebut kemudian dibicarakan bersama keluarga melalui proses 

negosiasi hingga tercapai kesepakatan mengenai calon pasangan. Proses ini menunjukkan bahwa 

pertimbangan wali dan kehendak perempuan sama-sama hadir dalam pengambilan keputusan 

perjodohan. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa otoritas wali tampak melalui pertimbangan ekonomi dan 

pengusulan calon pasangan, sedangkan agensi perempuan terlihat dari penyampaian pilihan dan 

negosiasi dengan keluarga. Pertimbangan kemaslahatan menjadi salah satu aspek dalam 

pembahasan mengenai hak ijbar (Basri et al., 2025; Hanum & Adly, 2025). Persetujuan perempuan 

dalam pengambilan keputusan perkawinan juga dibahas oleh Sofiana et al. (2023). 

Dalam perjodohan, wali mempertimbangkan hubungan kekerabatan serta latar belakang 

calon dan keluarganya yang telah dikenal. Kedekatan hubungan keluarga menjadi salah satu dasar 
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wali dalam mengusulkan calon pasangan bagi anak perempuannya. Pertimbangan ini berkaitan 

dengan pengetahuan keluarga terhadap calon yang diusulkan. 

Dari sisi perempuan, penerimaan terhadap calon juga didasarkan pada pertimbangan bahwa 

dirinya telah mengenal calon dan keluarganya. Setelah mendengarkan penjelasan ayah mengenai 

alasan pemilihan calon, perempuan mempertimbangkan usulan tersebut dan menyatakan 

kesediaannya untuk menerima calon yang dipilihkan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan turut 

mempertimbangkan latar belakang calon sebelum mengambil keputusan. 

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa otoritas wali terlihat melalui pengusulan calon 

berdasarkan hubungan kekerabatan, sedangkan agensi perempuan tampak dari kesediaannya 

mendengarkan penjelasan, mempertimbangkan calon, dan memberikan persetujuan. Dengan 

demikian, proses perjodohan tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan wali, tetapi juga 

melibatkan respons perempuan terhadap calon yang diusulkan. 

Pandangan tokoh agama turut menekankan bahwa pernikahan dengan seseorang yang 

memiliki hubungan kekerabatan diperbolehkan selama tidak terdapat hubungan yang dilarang 

untuk dinikahi. Namun, pemilihan calon tetap perlu memperhatikan agama, akhlak, dan persetujuan 

anak. Pertimbangan kemaslahatan dan persetujuan perempuan juga menjadi bagian penting dalam 

pembahasan hak ijbar dan pengambilan keputusan perkawinan (Basri et al., 2025; Hanum & Adly, 

2025; Sofiana et al., 2023). 

2. Analisis  Maqashid syariah terhadap dialektika  otoritas wali  mujbir dan agensi perempuan 

dalam praktik perjodohan di Desa Pucang Anom  

a. Pertimbangan Agama dalam perjodohan  

Agama menjadi salah satu pertimbangan wali dalam menentukan calon pasangan bagi 

anak perempuan. Wali memilih calon yang dianggap memiliki pemahaman agama yang baik 

karena dinilai penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif Maqashid Syariah, 

pertimbangan tersebut berkaitan dengan Hifz al-Din atau menjaga agama, yang merupakan 

tujuan tertinggi dalam Maqashid Syariah karena berkaitan langsung dengan hakikat dan nilai 

kehidupan manusia 

قْصِدُ  
َ م
ةِ بَلْ هُوَ الْ مِيَّ

ا
سْلَ ِ

إ
رِيعَةِ الْ يَا لِلشَّ

ْ
عُل

ْ
اصِدِ ال

َ
ق
َ م
ينِ مَقْصِدًامِنَ الْ ِّ

 الد 
َ
دْ وَضَعْنَا حِفْظ

َ
ق

َ
ى فِي   ل

َ
عْل

َ أ
الْ

وَقِيمَتِ   ِّ
سَانِي 

ْ
ن ِ

إ
الْ وُجُودِ 

ْ
ال ةِ 

َ
بِحَقِيق قٌ  ِّ

 
مُتَعَل هُوَ   

ْ
إِذ عَامَّ 

ْ
ال ةِ  يَّ ِّ

 
ل
ُ
ك

ْ
ال اصِدِ 

َ
ق
َ م
الْ مِ 

َّ
ذِي  سُل

َّ
ال عْنَى 

َ م
الْ ى 

َ
عَل هِ 

ت  
ْ
حَيَاةِ وَقِيمَتِهَا وَان

ْ
قِ مَعْنَى ال سَاسًا لِتَحَقُّ

َ
لِكَ أ

َ
انَ ذ

َ
قْصِدُ ك

َ م
ا الْ

َ
قَ هَذ حَقَّ

َ
ا مَا ت

َ
إِذ

َ
رَحْنَاهُ ف

َ
ى  ش

َ
مْرُ إِل

َ أ
الْ

بِمُهِم َّ سَانِ 
ْ
ن ِ

إ
الْ قِيَامُ  وَهُوَ  رِيعَةِ  الشَّ مِنَ  ى 

َ
عْل

َ أ
الْ قْصِدِ 

َ م
الْ قِ  حَقُّ

َ
لَ  ت

َّ
عَط

َ
ت مَا  ا 

َ
وَإِذ رْضِ 

َ أ
الْ فِي  ةِ 

َ
ف

ا
خِلَ

ْ
ال ةِ 

بَوَار
ْ
ى ال

َ
تَؤُولُ إِل

َ
هَا ف

ُّ
ل
ُ
تْ ك

َ
ل
َّ
عَط

َ
 ت

 
Artinya: “Kami telah menetapkan penjagaan agama (Hifz al-Din) sebagai salah satu tujuan 
tertinggi syariat Islam, bahkan merupakan tujuan tertinggi dalam hierarki tujuan umum syariat. 
Hal ini karena penjagaan agama berkaitan langsung dengan hakikat keberadaan manusia dan 
nilainya. Apabila tujuan ini tercapai, hal tersebut menjadi dasar terwujudnya makna dan nilai 
kehidupan serta tercapainya tujuan tertinggi syariat, yaitu pelaksanaan tugas manusia sebagai 
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khalifah di bumi. Sebaliknya, apabila tujuan ini terabaikan, tujuan-tujuan lainnya juga akan 
terabaikan dan berakhir pada kebinasaan” (Khalaf, 2020). 

 

Pertimbangan agama dapat memberikan kemaslahatan berupa dukungan terhadap 

kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemaslahatan juga terlihat ketika 

perempuan diberi kesempatan untuk mengenal dan mempertimbangkan calon sebelum 

memberikan persetujuan. Konsep maslahat menekankan manfaat dan tercapainya tujuan syariat 

(al-Syatibi, 1997). 

Di sisi lain, potensi mafsadat dapat muncul apabila pertimbangan agama digunakan 

untuk mengabaikan kehendak perempuan sehingga menimbulkan tekanan dan 

ketidaknyamanan dalam perkawinan (al-Syathibi, 2003). Berdasarkan uraian tersebut, 

pertimbangan agama dapat mendukung kemaslahatan dalam perkawinan apabila penentuan 

calon tetap mempertimbangkan kehendak, penerimaan, dan persetujuan perempuan. 

b. Pertimbangan Ekonomi Dalam Perjodohan 

Kondisi ekonomi menjadi salah satu pertimbangan wali dalam menentukan calon 

pasangan bagi anak perempuan. Wali mempertimbangkan pekerjaan dan kemampuan calon 

dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pertimbangan 

tersebut berkaitan dengan hifz al-mal atau menjaga harta. Harta merupakan bagian dari 

lingkungan material tempat manusia menjalani kehidupan dan beraktivitas (an-Najjar, 2006). 

Sebagaimana dijelaskan berikut: 

ِّ 
سَانِي 

ْ
ن ِ

إ
وُجُودِ الْ

ْ
ذِي هُوَ حَاضِنُ ال

َّ
ِّ ال

ي  ِّ
اد 

َ م
حِيطِ الْ

ُ م
تِهِ جُزْءٌ مِنَ الْ

َ
الَ هُوَ فِي حَقِيق

َ م
نَّ الْ

َ
 وَمَسْرَحُ فِعْلِه  وَبِمَا أ

ِ حِيط 
ُ م
لِكَ الْ

َ
ةِ ضِمْنَ حِفْظِ ذ عَامَّ

ْ
صُولِهِ ال

ُ
ى مُنْدَرِجًا فِي أ

َ
هُ يَبْق

َ
إِنَّ حِفْظ

َ
 ف

 
Artinya: “Karena harta pada hakikatnya merupakan bagian dari lingkungan fisik yang menjadi 
tempat eksistensi manusia dan aktivitasnya, maka penjagaannya tetap termasuk dalam prinsip 
umum menjaga lingkungan tersebut” (an-Najjar, 2006). 

Pertimbangan ekonomi dapat memberikan kemaslahatan karena kemampuan calon dalam 

memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat mendukung kehidupan keluarga (al-Syatibi, 1997). 

Namun, pertimbangan tersebut berpotensi menimbulkan mafsadat apabila dijadikan dasar utama 

hingga mengabaikan kehendak perempuan (al-Syathibi, 2003). Dari sisi hukum, pertimbangan 

ekonomi dapat menjadi dasar wali dalam menentukan calon pasangan karena berkaitan dengan 

kemampuan calon memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, pertimbangan tersebut perlu tetap 

memperhatikan kehendak dan persetujuan perempuan agar kemaslahatan keluarga tidak 

mengabaikan haknya (Yamsiah Nur dkk., 2022). 

c. Pertimbangan Kekerabatan Dalam Perjodohan  

Hubungan kekerabatan menjadi pertimbangan wali dalam memilih calon pasangan karena 

latar belakang calon dan keluarganya lebih dikenal. Perempuan menyetujui calon setelah 

mempertimbangkan penjelasan orang tua. Dalam perspektif Maqashid Syariah, hal ini berkaitan 

dengan hifz al-nasl atau menjaga keturunan demi terjaganya masyarakat (asy-Syatibi, t.t.). 

Sebagaimana dijelaskan berikut: 
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ُ
حْفُوظ

َ م
جْتَمَعُا لْ

ُ م
ا الْ

َ
ون هَذ

ُ
جْتَمَعِ لِيَك

ُ م
ي إِلَ حِفْظِ الْ ا يُفْض ِ رْعِيًّ

َ
سْلِ مَقْصِدًا ش

َّ
 الن

َ
تْ حِفْظ

َ
حْضِنَ  وَجَعَل

َ م
الْ

وبَةِ مِنْهُ 
ُ
ل
ْ
ط

َ م
ةِ الْ هِمَّ

ُ م
دَاءِالْ

َ
لِهِ بِأ

ا
سَانُ مِنْ خِلَ

ْ
ن ِ

إ
الِحَ لِيَقُومَ الْ  الصَّ

Artinya: “Syariat Islam menjadikan penjagaan keturunan sebagai tujuan syar’i yang mengantarkan 
pada terjaganya masyarakat, agar masyarakat yang terjaga menjadi tempat yang layak bagi 
manusia untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya” (asy-Syatibi, t.t.). 

Pertimbangan kekerabatan dapat memberikan kemaslahatan karena wali lebih mudah 

mengetahui latar belakang calon dan keluarganya (al-Syatibi, 1997). Namun, pertimbangan 

tersebut berpotensi menimbulkan mafsadat apabila hubungan kekerabatan dijadikan alasan untuk 

mengabaikan kehendak perempuan (al-Syathibi, 2003). Dari sisi hukum, kekerabatan dapat 

menjadi salah satu pertimbangan wali dalam menentukan calon pasangan selama tidak digunakan 

untuk memaksakan pilihan dan tetap memperhatikan kehendak serta persetujuan perempuan 

(Lubis, 2024). 

d.  Pertentangan Kepentingan Wali dengan Kehendak Perempuan 

Pertentangan antara kepentingan wali dan kehendak perempuan terlihat ketika wali 

mempertimbangkan pekerjaan dan kondisi ekonomi calon pasangan, sedangkan perempuan telah 

memiliki calon pilihannya sendiri dan meminta agar pilihannya turut dipertimbangkan. 

Dalam perspektif Maqashid Syariah, pertimbangan ekonomi berkaitan dengan hifz al-mal 

atau menjaga harta. Pertimbangan tersebut dapat memberikan kemaslahatan karena mendukung 

kesiapan ekonomi keluarga (al-Syatibi, 1997). Namun, kondisi ekonomi yang dijadikan dasar 

utama dalam menentukan pasangan dapat menimbulkan mafsadat apabila mengabaikan kehendak 

perempuan (al-Syathibi, 2003).Pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui pembicaraan dan 

negosiasi. Perempuan menyampaikan calon pilihannya, kemudian wali mempertimbangkan 

pekerjaan, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab calon. Setelah melalui pertimbangan, wali 

menerima pilihan perempuan. Proses ini menunjukkan bahwa kepentingan wali dan kehendak 

perempuan dapat dipertemukan melalui negosiasi (Latifa & Febrianto, 2025). 

Dari sisi hukum, pertimbangan ekonomi dapat menjadi maslahat selama tetap 

memperhatikan kehendak dan persetujuan perempuan. Dengan demikian, otoritas wali dan agensi 

perempuan dapat berjalan bersama melalui pertimbangan dan negosiasi untuk mewujudkan 

kemaslahatan tanpa mengabaikan kehendak perempuan. 

 

Penutup 

A. Kesimpulan 

 Relasi otoritas wali mujbir dan agensi perempuan dalam perjodohan terlihat dari peran wali 

dalam menentukan calon berdasarkan pertimbangan agama, ekonomi, dan kekerabatan. Respons 

perempuan berbeda-beda. Pada pertimbangan agama dan kekerabatan, perempuan menerima calon 

setelah mendengar penjelasan dan mempertimbangkannya. Pada pertimbangan ekonomi, perempuan 

menyampaikan calon pilihannya dan membicarakannya dengan wali hingga tercapai kesepakatan. 

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya persetujuan setelah pertimbangan dan 
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penerimaan setelah negosiasi. Penelitian ini tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan adanya 

kepatuhan perempuan karena tekanan. 

Ditinjau dari Maqashid Syariah, pertimbangan wali dalam menentukan calon memiliki tujuan 

untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan perkawinan. Pertimbangan agama berkaitan dengan 

hifz al-din atau menjaga agama, pertimbangan ekonomi berkaitan dengan hifz al-mal atau menjaga harta, 

sedangkan pertimbangan kekerabatan berkaitan dengan hifz al-nasl atau menjaga keturunan. 

Pertimbangan tersebut dapat menjadi kemaslahatan selama tetap memperhatikan kehendak 

perempuan. Sebaliknya, apabila pertimbangan wali digunakan untuk mengabaikan kehendak 

perempuan, dapat menimbulkan mafsadat. Karena itu, relasi antara otoritas wali dan agensi perempuan 

perlu dijalankan melalui musyawarah, pertimbangan, dan persetujuan perempuan agar tujuan 

kemaslahatan perkawinan dapat tercapai. 

Saran 

1. Bagi wali, dalam menentukan calon pasangan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan 

agama, ekonomi, atau hubungan kekerabatan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada 

perempuan untuk mengenal, mempertimbangkan, menerima, atau menolak calon yang dipilih. 

Alasan pemilihan calon juga perlu disampaikan agar perempuan dapat memberikan tanggapan 

secara sadar. 

2. Bagi keluarga, apabila terdapat perbedaan antara pilihan wali dan pilihan perempuan, 

keputusan sebaiknya dibicarakan melalui musyawarah dan negosiasi. 

3. Bagi tokoh agama, perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas 

kewenangan wali dalam perkawinan, khususnya perbedaan antara kewenangan wali, 

persetujuan perempuan, dan pemaksaan. 
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